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KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/T68.%3/710/ # /2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja
utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;




8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan;

15.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Magelang Tahun 2011-2031;

17.Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 43 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

18.Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

19. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 88 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
Kelas B Kota Magelang;

20. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar kota Magelang.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pecapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat
daerah.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana
jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan
anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta evaluasi
pencapaian kinerja.

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Oktober 2025

DIREKTUR
. UMUM DAERAH TIDAR
MAGELANG




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NOMOR 100.3.3/ 73-» /710/ x /2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2025-2029

Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
Fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua
dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian pelayanan kesehatan;
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
sasaraN | INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI TARGET SUMBER | FENANG
TUJUAN | grrateGrs | KINERJA PERHITUNGAN pata | GUNG
UTAMA 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 JAWAB
1 2 3 4 5 6 o
Meningkatnya Rumah Sakit | Dasar : Keputusan Menteri Kesehatan Akredi - - Laporan | Direktur
Kualitas Umum Republik Indonesia Nomor tasi Tahunan | Rumah
Pelayanan Daerah yang | HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Paripu Sakit
Kesehatan terakreditasi | Standar Akreditasi Rumah Sakit. ha Umum
Masyarakat Akreditasi merupakan pengakuan Daerah
terhadap mutu pelayanan rumah sakit, Tidar
setelah dilakukan penilaian bahwa rumah
sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.




dan inovatif

pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya.

Komponen penghitungan unsur SKM

meliputi:

. Persyaratan

. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

. Waktu Penyelesaian

. Biaya/Tarif

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

. Kompetensi Pelaksana

. Perilaku Pelaksana

. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan

CO~NO0U A WK —

sasaraN | [NPIKATOR PENJELASAN/FORMULASI TARGET SUMBER | FENANG
TUJUAR STRATEGIS RINERIA PERHITUNGAN DATA il
UTAMA 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 JAWAB
1 2 3 B 5 6 7
Untuk meraih status paripurna, setiap
bab standar akreditasi (yang mencakup
standar manajemen, pelayanan berfokus
pasien, dan keselamatan pasien) harus
mendapatkan nilai minimal 80%.
Terwujudnya | Persentase Standar Pelayanan Minimal adalah 83,33% | 84,00% | 85,00% | 86,00% | 87,00% | 88,00% | Laporan | Direktur
pelayanan Capaian ketentuan tentang jenis dan mutu Bulanan | Rumah
kesehatan Standar pelayanan dasar yang merupakan urusan Sakit
perorangan Pelayanan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Umum
secara Minimal warga secara minimal. Juga merupakan Daerah
paripurna (SPM) Rumah | spesifikasi teknis tentang tolak ukur Tidar
Sakit pelayanan minimum yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum kepada
masyarakat.
Prosentase Capaian :
Indikator SPM sesuai standar T
Jumlah Indikator SPM
Terwujudnya | Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88,31 | 88,50 | 89,00 | 89,50 90,0 90,50 | Survey Direktur
aparatur Kepuasan adalah data dan informasi tentang Kepuasa | Rumah
rumah sakit | Masyarakat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari n Sakit
yang hasil pengukuran secara Masyara | Umum
responsif, kuantitatif dan kualitatif atas pendapat kat Daerah
akuntabel masyarakat dalam memperoleh Tidar




SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
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5

9. Sarana dan prasarana

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan nilar IKM
adatah ‘nilar rala-rala tertmbang masng.masing unsur pelayanan  Dalam
penghitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang
dikap sebap unswr pelayanan memililn pemsmbang yang sama dengan rumus
sebaga benkut

BOBOT NILAI RATA- JUMLAH BOBOT al

RATA TERTIMBANG ~ JUMLAHUNSUR ~ @ oM

Setelah data isian kuesioner terkumpul kemudian dihitung masing-masing

rulas unsur pelayanan dengan menggunakan rumus

NILAI UNSUR - TOTAL NILAI PERSEPSI PER UNSUR

PELAYANAN ~ TOTAL UNSUR YANG TERISI
Sotelah nilar unsur pelayanan diketahin kemudian dcan Milai indeks
Masing masing unsur pelayanan dengan rumus

INDEKS PER _ NILAIUNSUR = BOBOT NILAI RATA-
UNSUR PELAYANAN RATA TERTIMBANG

Unituk memudahkan interpretas terhadap pendaan KM yaitu antara 25
100 maka hasi penilaan lersebul cr atas dikonversikan dengan miai dasar 25
dengan rumus sebagar benkut

NILAI KM KONVERS!
PER UNSUR

=  NILAIINDEKS = 25
Untuk mengetahu mila  IKM unit pelayanan didapalkan dengan
méerumiahkan 9 unsur rslan 1IKM konverss
NILAIIKM = JUMLAH DARI 9 NiLAI UNSUR KONVERSI
[" Nilai | Nilai Interval | Nilaiinterval | Mutu | Kinerja Unit |

| Persepsi KM Konversi IKM | Pelayanan Pelayanan

i T00-175 7500 - 6490 | ] Tidak Bak |
| 2 T~ 176-250 | 6500.7660 | 1 Kurang Bak |
[ 251-325 | 7661-8830 | 8 1 Bak

4 |7 325-400 | 883110000 | A 1 Sangat Baik |

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR




